








Investors are always thought of as an economically strong subjects of law, so that it is rarely questioned
whether legal certainty is needed for investors.
Gaining right of land use/ownership for an investors as individual or legal body can be in the form of
right transfer over land (sale and purchase process), release of right of land ownership, and/or
application for land use/ownership. The land is obtained by the investor from the state having authority
to occupy it or from a legal subject, the previous owner of the land.
The legal uncertainty practices encountered in an effort to get right of land use/ownership are in the
form of legal uncertainty in determining legal objects and legal subject, the owner of the land baseo on
regulations so that it causes injustice and differenf interpretations which make investors suffer.
Injustice experienced by investors in an effort to get right of land use/ownership happens due to the lack
of clear concept regarding rights over land. And who legally owns the land In accordance to the
Jurisprudence (UUPA and its implementation procedures) is also an uncertainty, thus legal certainty is
not reached. Besides, inconsistent provisions to determine who legally owns rights over land are also
another proof of legal uncertainty.
The adoption of customary law/unwritten law based on custom into the national legal system (UUpA)
creating dualism also becomes one of contributing factors of legal uncedainty. foi ttrat reason,
positivism shall be fully exercised, not mixed. So there is no room for customary law application.
In addition to the weaknesses of the existing regulations in case of gaining rights of land use/ownership,
other factors preventing legal certainty are ineffective law enforcement, dis-synchronization, lack of
coordinatio-n regarding authority among respective institutions in processing land certificates, and legal
customs of society which show no respect to investors, so that the investors are not yet positionedLs
legal subjects who have the same rights and responbilities as others in general: people and
bureaucrats still position themselves as those whose lives depend on investors Oy triOing in the reason
for being economically poor. As concequence, investors are burdened by unaccountable cost called
contribution (iuran), donation, financial supporl and financial pafticipation.
Abstrak
lnvestor selalu dipandang sebagai subyek hukum yang kuat ekonominya, sehingga jarang terpikirkan
apakah masih diperlukan suatu kepastian hukum bagi rnvesfor.
Perolehan hak atas tanah bagi investor, yang berupa subyek hukum perorangan maupun badan
hukum, dapat dilakukan melalui proses peralihan hak atas tanah (yang berupa jual beli),; petepasan
hak atas tanah dan/atau permohonan hak atas tanah. Tanah-tanah tersebut diperoleh'oleh lnyesfor
dari irJegara selaku penguasa atas tanah ataupun dari subyek hukum pemilik asal hak atas tanah.
Terdapat ketidakpastian hukum dalam penentuan obyek hukum dan subyek hukum pemilik hak atas
tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan munculnya ketidakadilan
dan perbedaan-perbedaan penafsiran yang pada akhirnya merugikan investor.
Ketidakadilan yang dialami oleh tnvesfor di dalam mendapatkan hak atas tanah terjadi, oleh karena
tidak adanya konsep yang jelas mengenai hak-hak atas tanah dan siapakah sesungguhnya yang diakui
sebagai pemilik hak atas tanah oleh peraturan perundang-undangan (UUPA dan keientuan
pelaksanaannya), sehingga kepastian oleh karena hukum tidak tercapai. Disamping itu, pertentangan
ketentuan yang menentukan siapakah pemilik hak atas tanah juEa mer-nbuktikan tidak aoanva
kepastian dalam hukum
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Diakuinya hukum adat dalam sistem hukum nasional (UUPA) yang menyebabkan munculnya dualismejuga merupakan faktor penyebab ketidakpastian hukum, oleh karenanya ajaran positifisme ha'_rslahditerapkan secara utuh, bukan di mix, dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi berlakuirva hukum
a-l^+qqq L,
Disamping tidak sempurnanya peraturan perundang-undangan di bidang perolelran hak atas ta,.,ah,
Illt-"1,]",1 Y1!9,I9!j3di penghalang kepastian hykurl adalah penegakin hukum yang tioar< e,er<titterjadinya disinkronisasi dan. tidak 
.adgnya koordinasi mengenai ke-wenarrgan arrt-ar l-embaga yangterkait dengan proses 
.perolehan hak atas tanah ,se.rta budaya hukum masyarakat Vi'ig iiOa[menghargai investor, sehingga investor belum diperla.kukan sebalai subyek hukuhr ying 1{.r;,npunyaihak dan 
.kewajiban. yang...sama .dengan subyek hukum lain. Masyarakat dan b#okrat maslh
memposisikan diri sebagai "benalu" bagi in,vestor dengan. berlindung pada ketidakmimpuin ekonomi,
sehingga inuestor dibebani dengan cosf yang tidtk jelas perhTtungannva oJngJii-'iaru irrun
sumbangan, bantuan dan dana partisipasi,
Kata kunci: Kepastian hukum : Perolehan hak atas tanah
Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat (selanjutnya disingkat
Tap MPR) Republik Indonesia Nomor
(selanjutnya disingkat No.) I)(/MPR/
2001, tanggal I November 2001 ten-
tang Pembaharuan Agrar.ia dan Pe-
ngelolaan Sumber Daya Alam, berisi
berbagai makna, yaitu agar ketentuan
yang telah ada selama ini sebagai-
mana diatur oleh Undang-Undang No.
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Po-
kok Dasar-Dasar Agraria, atau lebih
dikenal dengan sebutan Undang-
Undang Pokok Agraria (selanjutnya di-
singkat ULJPA), i-embaran Negara Re-
publik Indonesia (selanjutnya disingkai
LNRN) Tahun 1960, No. 2043 perlu
diperbaiki agar lebih baik lagi Tap
MPR itu juga secara tidak langsung
mengakui bahwa UUPA tersebut me-
miliki kelemahan yang perlu disempur-
nakan. Kelemahan tersebut antara
lain; peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya agraria/sumber dava
alam salin$ tumpang tindih dan ber-
tentangan (point (d) bagian menim-
bang fap MPR No, tiMpR/2001),
peraturan-peraturan pelaksanaannya
belum ada, dan adanya pelaksanaan
yang menyimpang dari jiwa UUpA
iersebut.
Konsekuensi ketentuan yang sa-
ling bertentangan dan tumpang tindih
sebagaimana dikonstatir oleh Tap
MPR tersebut, telah menimbulkan per-
masaiahan yang cukup meresahkan.
bahkan merugikan para pencari ke-
adilan, oleh karena tidak ada
kepastian hukurn (rechtszekerheid)
Penyelesaian persoalan yang ada
semakin jauh dari harapan, karena
ternyata para penegak hukum cjan
para praktisi juga tidak atau kurang
mengamalkan teori yang pernah
diketahuinya seperti teoni Reine
Rechtslehre atau The Fure Theory oi
Law dari Hans Kelsen (Aminuddin
dan H. Zaenal,Asikin, 2003.44).
Hans Kelsen dalam teorinya
mengemukakan "... setiap kaidah
hukum merupakan susunan kaidah-
kaidah (stufenbau) di aias kaidah-
kaidah (kaidah tertinggi) adatah
grundnorm atau kaidah dasar atau
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hasil pemikiran secara yuridis. Dengan
demikian, suatu kaidah merupakan
sistim kaidah-kaidah hukum yang
secara hierarkis (Aminuddin dan H.
Zaenal Asikin, 2003:44). Dalam kai-
tannya dengan teori tersebut, maka
seandainya para praktisi hukum dan
penegak hukurn, khususnya para ha-
kim dapat menerapkannya dalam me-
nyelesaikan persoalan-persoalan kon-
krit yang dihadapinya, maka persoalan
tumpang tindih tadi tidak perlu terjadi
atau setidaktidaknya meminimalisir
keraguan dan kekecewaan para pen-
cari keadilan. Asas-asas yang seha-
rusnya perlu dikuasai dalam mendu-
kung teori tersebut antara lain adalah
lex superior deragat legi inferiori, lex
specialis derogat legi genera!i, lex
posterior derogat tegi priori, tetapi
kenyataannya metode interpretasi pun
sudah ditafsirkan lain sesuai keoen-
tingan tertentu. Bila hal yang demikian
saja sudah terjadi tentulah semakin
sulit mengharapkan adanya rechtstoe-
passrng, rechtsvinding, rechtsschep-
ping, rechtsvorming dan rechtshan-
dhaving.
Dalil di atas sernakin mendapat
pembenar dari Boedi Harsono, seiaku
pakar hukum agraria yang mengemu-
kakan: "...selama masa orde baru,
yang menyelenggarakan pembangu-
nan berdasarkan kebijakan yang
mengutamakan pertumbuhan, dalam
pelaksanaannya memungkinkan pe-
nafsiran yang menyimpang dari sema-
ngat dan tujuan diadakannya per-
aturan yang bersangkutan" (Boedi
Harsono, 2002:B).
Lebih lanlut Boedi r-1,,1:-c1'-1s
mengetrrukakan " . (iorrtoh Fe i-iyirr-
pangan lain adalan periafsir"rn mer-rge,
nai hakikat dan lingkup lembaga haFr
menguasai dari negara yang diatui
ketentuannya dalam pasal 2 UUPA
Pasal tersebut dimaksudkan sebagai
tafsir otentik hakikat pengertian .di-
kuasai" dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar (selanjutnya
disingkat UUD) 1945. Dalam praktek
masa orde baru pengertian "dikuasai"
itu ditafsirkan seakan-akan memberi-
kan wewenang yang tidak terbatas
kepada pemerintah, hingga dalam
pelaksanaannya menimbulkan rasa
tidak puas di kalangan luas (Boedi
Harsono, 20Q2:11).
Pembaharuan Agraria dan Pe-
ngelolaan Sumber Daya Alam yang
dimaksudkan oleh Tap MPR tersebut
adalah pembaharuan agraria dalam
arti luas, yaitu melipr:ti sumber daya
agraria/sumber daya alam meliputi
bumi, air, ruang angkasa dan kexa-
yaan alam yang terkandung di dalam-
nya sebagai rahn^iai Tuhian Yang
Maha Esa kepacla bangsa lndonesia
sementara di sisi iain yang rnerupakan
bagian agraria dalarn adi sernprt.
Agraria dalam adr sernpit hanyaiah
ritenyangkut kulit bumi aiaL pel'ntii-
kaan bumi saja sebagailnara diterr-
tukan oleh pasal 4 UUPA, yaitu rneli-
puti hak-hak penguasaan atas tanah;
hak bangsa, hak mengltasai pdarr ne-
gara, hak ulayat, hak pengeloiaan,
wakaf dan hak-hak atas tanah seoa-
gaimana ditentukan oieh pasei 16
UUPA Yaitu hak milik, hak guna usa-
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ha, hak guna bangunan, hak Pakai
dan hak-hak atas tanah Yang ber-
sumber pada hukum adat masYarakat
hukum adat setempat.
Penyempurnaan Yang dimaksud-
kan itu juga diperlukan dalam meng-
hadapi era globalisasr, yang dewasa
ini sudah terasa pengaruhnya di bi-
dang kegiatan-kegiatan yang memer-
lukan penguasaan . tanah, misalnYa
ada tuntutan untuk lebih dipermudah
tata cara memperoleh tanah Yang
diperlukan dunia usaha (Boedi
Harsono, 20A2:12). Jaminan kePas-
tian hukum dalam Penguasaan tanah
memang masih Perlu ditingkatkan,
tetapi peningkatan itu bukan saja bagi
kepentingan pihak asing, melainkan
terutama juga bagi kepentingan para
warga negara Indonesia sendiri dan
badan-badan hukum nasional. Hal
tersebut dapat dilai<ukan antara lain
dengan mempercepat dan meningkat-
kan ketelitian dalam Pelaksanaan
pendaftaran tanah, dengan surat tan-
da bukti hak berupa seriipikat, yang
lebih dikukLrhkan kekuatan pembul'-
tiannya. Kelemahan sistem publikast
pendaftaran tanah kita yang negatif
sekarang ini dan seterusnya diatasi
dengan penerapan lembaga "recht-
svenwerking" yang dikenal dalam
hukum adat, sebagai persiapan peral-
ihannya secara bertahap ke sistem
publikasi yang positip (pasal 32 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nom or 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, LNRI 1997, Tambahan Lem-
baran Negara Republik lndonesta,
(selanjutnya disingkat TLNRI) No
3696 (Boedi Harsono , 2002.14-15).
Persoalan tentang kulit bumi,
yaitu hukum agraria dalam arli sempit
semakin pelik oleh karena politik hu-
kum agraria kita belum memberikan
suatu arah yang jelas. Di satu sisi,
tuntutan globalisasi iidak bisa dihant-
bat, batas antara negara Yang satu
dengan yang lain semakin kabur
(borderless), serta adanya tuntutan
masyarakat internasional untuk diper-
lakukan sama berdasarkan adanYa
perlakuan asas timbal balik (asas
resiprositas), misalnya bila warga ne-
gara Indonesia menurut hukum Aus-
tralia boleh mempunyai hak milil< aias
tanah di Australia, maka warga nega-
ra Australia juga juga diperbolehkan
oleh aturan hukum mempunyai hak
milik atas tanah di Indonesia. Lebih
daripada itu, iurntutan globalisasi yang
mengarah pada orientasi kapiiai atau
modal menuntut untuk tidak dilibatkan-
nya hal-hal yang bersifat empiris yang
tidak logis (unreasonable';, ti:!salnlla
hal-ha! yang bei-sifai magish reltgius,
yang di lndonesia ha! yang ierakhir ini
masih sangat erat dltaati oieh masya-
rakat adat tertentu dalam hubungan-
nya dengan hak atas tanah. Fial-hal di
atas, seyogyanya menjacii bahan
pemikiran di dalam politik hukurn agra-
ria. Fenulis sangat setuju adanya asas
nasionalitas, tetapi dengan memper-
hatikan dan mengikuti perkembangan
tuntutan-tuntultan era globalisasi. De-
ngan kata lain, fanatisme terhadap
hukum adat an slch tidak bisa lagi
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diterapkan. Oleh karenanya persoalan
yang kita hadapi adalah adanya ke-
tidaktransparanan dan tidak adanya
ketentuan pelaksanaan lebih lanjut
dari asas yang sesungguhnya tersirat
dalam pasal 5 UUPA yang pada da-
sarnya menentukan :
"Hukum Agraria yang berlaku atas
bumi, air dan ruang angkasa ialah hu-
kum adat sepanjang tidak befien-
tangan dengan kepentingan nasional
dan negara yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosiaiisme
Indonesia serta dengan peraturan-
peraturan yang tercantum dalam UU
ini dan dengan peraturan perun-
dangan lainnya, segala sesuatu de-
ngan mengindahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agraria"
Sesungguhnya asas hukum adat
sebagaimana tersirat pada pasal s
UUPA tersebut di atas dapat dilak-
sanakan, oleh karena sebagaimana
dikemukakan oleh Boedi Harsono,
"...hukum adat Indonesia dikenal se-
bagai perangkat hukum yang berane-
ka ragam isi norma-ncrrna hukumnya,
tetapi kenyataannya yang beragam itu
adaiah perangkat hukunn yang rnenga-
tur bidang kekeluargaan dan pewari-
san hukum adat masyarakat-masya-
rakat. Hukum adat yang *"ngriur.
pertanahan pada dasainya aOa X-ese-
ragaman, karena mewujudkan kon-
sepsi, asas-asas hukum dan sistim
pengaturan yang sama, dengan hak
penguasaan yang tertinggi atau yang
dalam perundang-undangan dikenal
sebagai'hak uiayat. Lembaga-lembaga
hukumnya bisa berbeda, karena ada_
nya perbedaan keadaan dan kebu_
tuhan masyarakat-masyarakat yang
bersangkutan. Sebutan lembaga-lem-
baga hukumnya pun, termasuk sebu-
tan hak ulayat sendiri berbeda, karena
bahasa setempainya berbeda". (Boedi
Harsono, 2002'J)
Fanatisme yang berkelebihan
terhadap keberadaan hukum adat se-
bagai dasar UUPA yang cenderung
memperhatikan nasib dan kepentingan
masyarakat adat di satu sisi dan ku-
rang atau tidak memperhatikan tun-
tutan era globalisasi yang menuntut
adanya modernisasi, dan modernisasr
itu memerlukan hak atas tanah, maka
tidak mengherankan disertasi atau
penelitian selama ini didominasi perlin-
dungan hukum untuk rakyat. Penulis
tidak mendalilkan bahwa hal yang
demikian tidak perlu, melainkan ke-
pentingan pengusaha atau lryeslor
JUga perlu mendapat perhatian dan
diteliti, sehingga ada keseimbangan
yang bersifat proporsionai.
Berdasarkan hal tersebui cii atas,
maka penulis menyadari bahwa juclLrl
bukan merupakan sesuatu yang p,lt:i-l-
ier, karena yang umum acjalah ke,rta:,.-
tian hukum bagi rakyat. Barangxati
judul tersebut akan mengundang per-
tanyaan lagi, mengapa investor yang
sudah cukup kuat masih mem-
persoalkan kepastian hukum baginya,
terlebih-lebih hendak diteliti dan ditulis.
Pertanyaan yang tidak pernah atau
kemungkinan jarang dipertanyakan
tersebut justru yang mendorong penu-
lis untuk menelitinya yaitu: apakah
benar investor tersebut tidak memer-
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lukan kepastian hukum saat mereka
membutuhkan hak atas tanah, oleh
karena kenyataannYa tidak banYak
ketentuan-ketentuan hukum Yang
mengatur hak dan kewajiban investor,
atas dasar itulah, maka sejumlah rn-
vestor bukannya diPandang dan
diperlakukan sebagai subyek, melain-
kan tidak lebih sebagai obyek. Akibat-
nya tidak jarang dijumpai para investor
mengalami kegagalan untuk melanjut
kan usahanya atau kalaupun ada yang
lolos, namun tidak sedikit rintangan
atau hambatan yang semuanya ltu
bersumber karena tidak atau kurang
mendapatkan kepastian hukum dari
keteniuan yang berlaku, khususnya
oleh UUPA beserta ketentuan-keten-
tuan hukum lainnYa Yang terkait
oengannya
Menurut Gustav Radbruch, ada
dua macam pengertian "kePastian
hukum", yaitu kepastian oleh karena
hukum dan kepastian dalam atau dari
hukum. Hukum yang berhasil tnen-
jamin banyak kepastian dalam Per-
hubungan-perhubungan kenrasyara-
katan adalah hukum yang berguna.
Kepastian oleh karena hukum mem-
berikan d-ua iugas hukum yang lain,
yaitu menjamin keadilan serla hukum
harus tetap berguna Sedangkan ke-
pastian dalam'hukum, tercapai apabila
hukum itu sebanyak-banyaknya un-
dang-undang, dalam undang-undang
tersebut tidak ada ketentuan-keten-
tuan' yalg bertentangan (undang-
un-dan'g,lteidis_arkan suatu sistem
yang iogis dan praktis), undang-undang
itu dibuat berdasarkan, '' rechtswer-
kelijkheid" (keadaan hukum yang
sungguh-sungguh) dan dalam undang-
undang tersebut tidak terdapat istilah-
istilah yang dapat ditafsirkan secara
berlain-lainan (E. Utrecht, 1957 22-
z5t.
Berdasarkan latar belakang ter-
sebut di atas serta dikaitkan dengan
teori kepastian hukum, dalam adi
kepastian oleh karena hukum dan ke-
pastian dalam hukum, sebagaimana
dikemukakan oleh Gustav Radbruch,
maka rumusan masalah Yang hendak
dikaji dan diteliti adalah sebagai beri-
kut :
1. Bagaimanakah ketidakpastian hu-
kum perolehan hak atas tanah ba-
gi investor ?
2. Mengapa terjadi ketidakpastian hu-
kum perolehan hak atas tanah
bagi investor ?
Kepastian Hukurn Yang Dikehen-
daki Oleh lnvestor
Kepastian hurkum bagi invesic'
dalam kaitann-va dengan kep+nti,iger
atau kebutuhanr peroieharr nal' 3lc::
tanah adalah dihadaPkar Pari; : :
soalan kepentingan Yang ci:rceiit
yang dapat berakibat melahirkan s'tratu;
konflik atau sengketa terhadap hak
atas tanah. Sengketa dimaksud me-
merlukan suatu penyelesaian, )i ang
dari segi pendekatan hukum daPat
dilakukan di luar atau melalui penga-
dilan.
Ternyata kepastian dalarn Per-
olehan hak atas tanah oleh invesfor
tidak jelas tercantum dalam UUPA
Kepastian Hukum Perolehan Hai.l Atas Tanah B
apalagi dalam UUD. Aturan-aturan hu_
t<um perolehan hak atas tanah secara
umum lebih banyak diatur dalam
bentuk setingkat keputusan Menteri
atau Kepala BPN. Oleh karenanya
nampaknya perlu dilakukan inventari_
sasi aturan hukum perolehan hak aias
tanah mulai dari UUD, UU, Tap MpR,
dikaji norma-norma yang ada tersebut
secara filosofis, adakah antara keten-
tuan yang satu dengan yang lain
mengatur secara konsisten, berta_
brakan, aturannya, pelaksanannya.
Fungsi dan peranan hukum se-
harusnyalah sebagaimana yang dike-
mukakan oleh Roscoe pound yang
menyatakan hukum sebagai alat reka_
yasa sosial (social engineering).
Dari segi prosedural penye-
lesaian sengketa di luar pengadilan
adalah merupakan filosofi dasar bagi
bangsa Indonesia dengan prinsip mu-
syawarah mufakat berdasarkan asas
kekeluargaan yang secara formal dise-
lesaikan oleh pimpinan atau pengu-
asa-penguasa infcrrnal oleh kepa!a
slrku. kepala adai maupun oleh
oiang-orang ieitentu vang ?neinpunyai
wibawa dan karisi-na rntsa!nya oieh
tokch{ckoh agama. Senreniara rneia,
lui saiuran formai adaian meiaiui pe_
ngadilan. yaitu meiaiui peradilan
umum dan peradiian tata usaha
negara yang sesungguhnya penye_
lesaian sepei-ti ini kurang berakar pada
perundangan atau budaya rakyat lndc_
nesia karena putusan lembaga per-
adilan tersebui di aras selalu dan pasti
akan rnelahirkan adanya pihak peme-
nang dan adanya pihak yang kaiah.
Secara efekiifitas, putusan yang clemi_kian tidak menyelesaikan masalan
sebab pihak yang menang melalui
pengadilan belum tentu menang atau
Kemenangannya itu tidak bisa dilaksa_
nakan di lapangan. Contoh ini adalah
contoh yang jamak clitemukan, dan
mengapa demikian karena budaya
rakyat Indonesia pada dasarnya tidar
menginginkan adanya pihak yang ka_
lah dan pihak yang menang melainkan
adalah menitikberatkan Dada asas
kebersamaan, "untung sama dinik_
mati, rugi ditanggung bersama,'.
Pertumbuhan dan perkembang_
an ekonomi yang mengarah pada ka_
pitalistik, apalagi dalam era globalr
sasi, prinsip-prinsip rakyat Indonesia
seperti di atas diperlanyakan atau
perlu dikaji ulang mengingat kapi-
talistik sendiri tidak bisa dihinciarkan
pada profit dan profit memilikr
kecendei'ungan untuk menciptakan
suatu kompetisi yang akhirnya ber-ax-
hir puia pada suatu finai ierciptan.va
pihak yang kaleh can pihak 
,vanE
rncnang. Aias dasa: :iu o,:ja ii..ai<a
i+cr! base at.\d sLi{,re sir-u,:iLltej cai-,
Kar-i il/lai-x oapai d!nlraiakan sljile.
ketinggaiai": zaman kai"ena keps;n;i;-
kan bersama, penguasaa:r be ,-saiiia
seila segaia sesuatu yang ciilaxiir:an
adalan untuk kepentingan bei-sai^na
puia sudah tersislh oieh derasnva arLrs
kapitalistik yang identik dengan inclivi-
dual. prafitisme, kemakmuran han;ra
dinikmati oieh segeliniir orang semen-
tara masyai"akat kebanyakan trcjak
terlalu diuniungkan. Kemuci!an seira-
ma dengan kehadir-an kapiialisiik
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tersebut Bentham yang terkenal de-
ngan teori utilitarian atau teori keman-
faatan mengemukakan bahwa segala
daya dan upaya adalah demi kepen-
tingan masyarakat banyak, the grea-
test happiness ls the greatest number
of people.
UUPA adalah merupakan hukum
agraria nasional yang diharapkan da-
pat memberikan kepastian hukum bagi
seluruh rakyat dan memungkinkan
terjadinya fungsi burr:i, air dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang
dicita-citakan.
Menurut Gustav Radbruch, ada
dua macam pengertian "kepastian hu-
kum", yaitu kepastian oleh karena hu-
kum dan kepastian dalam atau dari
hukum. Hukum yang berhasil menja-
min banyak kepastian dalam per-
hubungan-perhubungan kemasyara-
katan adalah hukum yang berguna.
Kepasiian oleh kar-ena hukum mem-
berikan dua tugas hukuni yang lairr
yaitu menjarnin keadilai'l seiia hukum
harus tetap berguna. Sedangkan ke-
pastian dalam hukum. iercapai apabiia
hukurn iiu sebanyak-hanyaknya un-
dang-undang daiam undang-undang
terse but tidak ada keientua;''r-keie n-
tuan yang berientangan (Undang-
undang berdasai-kan suatu siste m
yang logis dan praktis), Undang-
undang itu dibuat berdasai'kan,
"rechtsleer kelijheid" (xeadilan hukum
yang sungguh-sungguh) dan dalam
Undang-undang tersebut tidak ierda-
pat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan
secara berlain-lainan. (f , Utrecht.
1957.22-23\
Tercapatnya keadilan untuk me-
menuhi kepastian oleh karena hukurn
haruslah dimulai pada saat produk
hukum dibuai yang dipengaruhi oleh
sisiem, corak dan sifat kekuasaan
pada saat tersebut.
Sifat UUPA adalah merupakan
peraturan dasar bagi hukum agraria
nasional, sehingga karenanya UUPA
hanya memuat asas-asas serta soal-
soal pokok masalah agraria, sedang-
kan pelaksanaannya diatur dalam UU
terkait, PP maupun peraturan-per-
aturan lain.
Adapun pokok-pokok tujuari
UUPA adalah meletakkan dasar-dasar
bagi penyusunan hukum agraria na-
sional yang akan merupakan alat
untuk membawa kemakmuran, keba-
hagiaan dan keadiian bagi negara dan
rakyat, terutama rakyat tani dalam
rangka masyarakai yang adii dan mak-
mui'; meletakkan dasar-dasar untuk
kesatuan dan kesederhanaai.. dalar
h.rkum pedanahan; serta meietakkan
dasar-dasai' untuk membei'i kepastian
hr rtrrrnr mnnnonai Lak-hak aias tanah
i^^^;,^i/\r^! ^^t,,F,,r--oag! raKyai serurunnva.
Kepasiiar': hukurn oieh UUPA
sendiri disebutkan hanya dapat clipe-
roleh melaiui penclaftaran ianah. Hal
rersebut tegas teduang di dalam pasai
19 UUPA yang menentukan sebagai
berikut :
t1) Untuk menjamin kePastian hu-
kum oieh pemeriniah diadakan
non,4aftaran ianah, di SelUfUh Wi-
layah Republik indonesia. men-
uirut l<eientr:an-ketentuan yang
dratur dengan Peraturan peme-
rintah.(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat
(1) pasal ini, meliputi :
a. Pengukuran, pemetaan dan
pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak atas tanah
dan peralihan hak-hak ter-
sebut;
c. Pemberian surat-surat tanda
bukti hak yang berlaku se-
bagai alat pembuktian yang
kuat(3) Pendaftaran tanah diselengga-
rakan dengan mengingat kea-
dilan negara dan masyarakat, ke-
perluan lalu lintas sosial, ekono-
mis serta kemungkinan penye-
renggaraan menurut pertim-
bangan Menteri Agraria.(4) Dalam Peraturan Pemerintah,
biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud
dalam ayat ('1) tersebut di atas,
dengan keteniuan bahwa rakyai
yang iidak mampu cjibebaskan
dari pembayaran biaya-biaya ter-
sebut.
Dari keteniuan pasai 1g UUPA
tersebut, sesunggr_rhnya pemerintah
hendak memberikan kepastian hukum
mengenai pemiiikan dan penguasaan
tanah yang meliputi : kepastian bagi
subyek hukum yang menjadi peme-
gang hak atas tanah, rnaupun ke-
pastian mengenai obyek hukum, yang
meliputl letak tanah, batas-batas tanah
dan luas bidang tanah.
Lebih tanjut di .dalam pp No. 24
Tahun 1997 yang menyempurnakan
PP No. 10 Tahun 1965 tentang pen_
daftaran Tanah, tegas pula disebutkan
bahwa tujuan pendaftaran tanah
adalah untuk memberikan keoastian
hukum di bidang perlanahan lrechts
kadaster atau legal cadastre) Di
dalam pasai 3 PP No. 24 Tahun 1997
disebutkan' tentang tujuan pendaftaran
tanah adalah :
a. Guna memberikan kepastian hu-
kum dan perlindungan hukum ke-
pada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun
dan hak-hak lain yang terdaftar,
agar dengan mudah dapat mem-
buktikan dirinya sebagai peme-
gang hak yang bersangkutan.
Untuk itu kepada pemegang hak-
nya diberikan sertipikat sebagai
surat tanda bukti haknya.
b. Guna menyediakan informasi ke-
pada pihak-pihak yang berkepen-
trngan, tei-masurk pemerintah. agar
dengan mudah dapat memperoleh
data yang diperlukan jika menga-
dakan perbuatan hukum, menge-
nai bidang-bidang tanah dan sa-
iuan-satuan rumah susun yang
sudah terdafiar. Untuk penyajian
daia tersebui dilaksanakan oleh
Seksi Tata Usaha Pendaftaran
Tanah Kantor Pertanahan Kabu-
pateniKodya, yang dikenal seba-
gai Caftar umum, yang ter-diri dari
neta nendafiaran tanah, daftar
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Penyebab lain ketidakberhasilan
pelaksanaan pendaftaran tanah ada-
lah terkait dengan corak masyarakat
Indonesia, yakni yang semula adalah
merupakan masyarakat agraris yang
tunduk pada ketentuan hukum adai
yang tidak tertulis, tetapi yang
kemudian hendak diubah menjadi
masyarakat industrialis menyongsong
giobalisasi, dengan mengubah sistem
hukumnya menjadi tertulis.
Pendaftaran tanah sebagai bukti
kepemilikan hak atas tanah bermak-
sud menggeser peranan hukum adat,
khususnya di bidang hak atas tanah,
menjadi hukum teriulis, setidaktidak-
nya berupa bukti kepemilikan hak atas
tanah melalui proses pendaftaran ta-
nah. Proses yang demikian, yakni
proses menuju era kapitalistik dan
individualistic yang berprinsip pada
prinsip kebebasan, prinsip persamaan
hukum dan prinsip resrprosffas, tidak-
lah dapat dikekang. tetapi haruslah
diakomodir.
Tuntutan dan kecenderungannya
menuju pada era keterbukaan dan
demokrasi di sega!a bidang kehi-
dupan, yakni ekoncmi, politik, sosial,
budaya dan hukurn, meialui gerakan
reforrnasi, r'nenyebabkan periunya hu-
kum yang responslye guna mernenuhi
pergerakan penekanan yang semula
pada aturan-aturan kepada asas-asas
dan pencapaian substantive.
Adapun tipe hukum responsive
adalah berkomitmen pada "hukum
yang berprespektif konsumen", yaiiu
hukum yang :
a. Memperhatikan target{arget ma_
nusiawi;
b. Menyentuh kebutuhan manusia
seutuhnya
c. Memenuhi tuntutan kebutuhan-
kebutuhan rakyat pada umunya,
dan
d. Tangap atas kasus-kasus indivi-
dual.
Kepastian hukum mengenai per-
olehan hak-hak atas tanah haruslah
diadikan baik kepastian oleh karena
hukum maupun kepastian dalam hu-
kum sebagaimana dikemukakan oleh
Gustav Radbruch di atas. Hal itu ber-
arti, di dalam perolehan hak atas
tanah bagi investor, maka haruslah
ada jaminan keadilan dalam perolehan
hak atas tanah serta adanya kegu-
naan dari aturan-aiuran mengenai per-
olehan hak atas tanah bagi rnvesfor,
sehingga terpenuhi kepastian oleh
karena hukum. Namun di samping itu
haruslah pula ada kepastian dalam
hukum, yakni tidak adanya ketentuan-
ketentuan yang saling bertentangan ci
dalam pei'oiehan hak atas tanah untuk;
investor serta tioak terdapatny'a pena:-
siran yang berlain-lainan di dala;'i
ket+ntuan-ketentuan pei'olehan hak
aias tanah bagi rnvesfor.
Kepastian hukum tersebut ha-
ruslah diwujudkan di dalam dua hal
yaitu : kepasiian mengenai obyek hak
aias tanah dan kepastian mengenai
subvek hak aias tanah.
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Kepastian Hukum Atas Obyek Hak
Atas Tanah
Khusus mengenai kepastian hu-
kum atas obyek hak atas tanah,
secara teknis hal ini menuntut adanya
sifat "keunikan" setiap bidang tanah
yang bersangkutan. Keunikan inilah
yang menghindarkan dari berbagai
sengketa tanah yang bersumber pada
sengketa batas dan letak bidang ta-
nah. Oleh karena itu, kepastian hukum
mengenai obyek 'ini harus mampu
menunjukkan secara jelas kepada
semua pihak tentang batas, luas dan
letak dari bidang ianah yang ber-
sangkutan. Untuk memberikan kepas-
tian hukum yang demikian diperlukan
infrastruktur yang memadai, sehingga
bidang tanah yang ada di lapangan
dapai digambarkan pada peta dan
surat ukur secara benar. Dalam kaitan
Ini, kendaia terbesar yang dihadapi
adaiah besarnya biaya untuk mem-
bangun infrastruldur, yaitu berupa titik-
tltik dasar teknik sebagai referensi
pengukuran bidang tanah dan peta-
-^+- i^^^- ^^L^nai rnnrlia nFnai_tJELd \l<Jd! DCud-=, r 
-. 
,J
ganrbaran bidang tanah tersebut.
Pembangu nan infrastruldur ticjak
ieriepas Cari pendanaan. Sebagaima-
na dikemukakan diatas, bahwa biaya
untuk pembangunan infrastruktur ter-
sebut cukup besar, sementara kebu-
iuhan akan pembangunan ini tidak
cukup populis, sehingga tidak mustahiljika alokasi .anggaran untuk hal ini
terletak di antrian paling belakang
Oleh karena itu, kreatifitas bagi semua
pihak perlu diupayakan. Salah satu
yang alternative potensial adalah
dengan menyeriakan pihak swasta se_
hrnri inttp<inr rrrvqyqr lt t v voLvt urliUK menananiftgp
investasinya di lndonesia di biCano
^^^,,^li^^^ n^*^ -Jpenyearaan pera oasar Alternaiif 1sp_
sebut memang menuntut ketersediaan
aturan main yang jelas dengan mengi_
ngat berupa peraturan perundangan
terkait lainnya.
Ketentuan pasal pasal 1 I ayat(2) huruf c dan pasai 38 ayat (Z)
UUPA juncto pasal 32 PP No. 24
Tahun 1997 yang menentukan bahwa
sertipikat adalah alat pembuktian yqng
kuat, bukan yang mutlak, juga menim-
bulkan ketrdakpastian hukum, oleh
karena sertipikat tersebut ternysig
masih dapai digugat kepemilikannya,
sehingga fungsi sertipikat sebagai
bukti kepemilikan yang seharusnya
memberikan jaminan kepastian hukum
atas obyek hak ar'as tanah menjadi
seolah-olah ianpa makna, apalagl
kalau ternyata terhadap sedipikat yang
adapun masih rnemungkinkan terjadi-
nya tumpang tindih Cengan hak atas
tanah lain baik yang sudah bersei--
tipikat maupun vang belunr.
Berdasarkan ketentuan te:-sebul,
ffiaKa sfe/se/ pendafta:-an ianah yang
dianut di lndonesia adalah sie/sel ne-
gaiive Vang mengandung unsur pasitif 
,
sehingga menghasilkan sui'at-surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembukiian yang kuat.
Menurut stelsel ini. pihak-pihak
yang merasa mempunyai sesuatu hak
dapat mengajukan gugaian terhadap
pihak-pihak yang namanya tercantum
di dalam sertipikai. Hanya saja di da-
lam PP No. 24 Tahun 1997, pihak
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yang merasa mempunyai sesuatu hak
atas tanah, dibatasi hanya dalam
jangka waktu 5 (iima) tahun sejak
diterbitkannya sertipikat tanah, dapat
melakukan gugatan dalam rangka
mempertahankan haknya, kecuali da-
pat dibuktikan tidak adanya itikad baik
dalam peroiehan sedipikat tersebut.
Berpijak pada ketentuan pasal
32 PP No. 25 Tahun 1997 tersebut
jeias dan tegas pembentuk UU bersifat
"mendua". Disatu sisi mempunyai ke-
inginan untuk memberikan kepastian
hukum bagi pemilik tanah yang sudah
bersefiifikat, tetapi di sisi lain juga ti-
dak mempunyai keyakinan atas kebe-
naran data fisik maupun data yuridis
yang digunakan untuk meiakukan pen-
daftaran tanah hingga terbitnya seili-
pikat.
Ketidaktegasan atau sifat "men-
dua" dan ketentuan PP No. 24 Tahun
1997, khususnya pada pasal 32 terse-
but hanyalah beilujuan untuk mengu-
rangi pi-oblema gugatan aias seriipikai
yang ielah tei-bii iebih dai'i 5 (lima)
tahun, narilun dernikian dengan me-
narnbahkan klausula.'asalkan diper-
oleh dengan iiikacj baik", maka tujuan
tersebut sulit untuk tercanai. Dalanr
kenyaiaannya, rneskipun sertipikat
atas tanah sudah terbit lebih dari S
(lima) iahun pun, pihak yang merasa
haknya dirugikan tetap dapat meng-
gugat sertipikat tersebut dengan dalil
tidak adanya itikad baik dari pemiiik
sertipikat. Persoalan ada dan tidaknva
itikad baik haruslah terlebih dilakukan
diuji melalui peradiian, sehingga
dengan demikian gugatan atas ser_
tipikat yang telai-r terbit 5 (lima) tahun
lebih pun, teiep irarus diperiksa cian
diadili melalui iembaga pei'adilan.
Aftinya, nrajelis hakim pun tidak dapat
sefta mefta menerima eksepsi dalu-
warsa, meskipun ierbukti sertipikat
iersebut telah diterbitkan lebih dari 5
(lima) tahun. Pengadilan haruslah me-
meriksa dan mengadili ada aiau
tidaknya itikad baik dalam penerbitan
seftipikat tersebut. Dengan demikian
sertipikat yang telah diperoleh, terma-
suk yang sudah berusia lebih dari 5
(lima) tahun pun tidak mencerminkan
adanya kepastian hukum.
Kepastian hukum atas obyek hak
atas tanah bukan sekedar iergantung
pada selembar kertas hitam di atas
putih bernama sertipikat tanah. Lebih
dari itu, esensi hukumnya adalah pe-
menuhan rasa keadilan atas kepe-
milikan dan penguasaan tanah serta
manfaat dari peraturan-peraturan di
Kepastian i-lukum Atas Subyek Hak
Atas Tanah
Kepasiian h-rkum subyek hak
atas tanah dalam memiliki dan mern.
peroieh hak ciilakukan meialui dua
cara, vaitu subyek hukum daPat mem-
F.^r^i^h h-r. ^i4r +anah karena peris-P('r Urtr;il tidN dtd; r'
iiwa hukum atau karena Perbuatan
hukum. : ':
Perolehan sebagai akibat 
,P.e{s-
tiwa hukum ada!ah khusus bagi rnves, 
,
lo,. perorangan yaitu melalui pewa-
-;^^- n^Anqnttan nerOlehan hak ataSll>dll. S=Udl lun dr I F
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laku bagi investor, baik perorangan
maupun badan hukum.
Ketentuan-ketentuan tentang su-
byek hukum yang dapat memiliki hak
atas tanah, baik melalui peralihan hak
atas tanah maupun pelepasan hak
atas tanah yang ditindakianjuti dengan
permohonan hak atas tanah masih ter-
dapat pertentangan khususnya pada
persoalan penentuan subyek hukum
pemilik hak atas tanah, sehingga me-
nimbulkan ketidakpastian hukum.
Meskipun UUPA dilahirkan de-
ngan tujuan untuk menciptakan unifi-
kasi hukum, namun pada kenyataan-
nya UUPA masih bersifat dualisme.
Sifat dualisme yang terkandung di
dalam UUPA adalah disebabkan oleh
karena UUPA masih mengakui kebe-
radaan hukum adat (tanah).
Hukum adat (tanah) di Indonesia
adalah beranekaragam yang berlaku
secara berbeda antara daerah yang
satu dengan daerah yang lainnya.
Keanekaragaman dalam suatu
koniigurasl yang utuh adalah cen-
derung sebagar sua;u nemikira;r vang
idealis, tetapi secara reaiira lebin
banyak masalahn;va oar-ipada kete-
nangannya.
Sementara unifikasi yang dica-
nangkan oleh UUFA sehar'usnyaiah
mengarah pada kodifikasi guna men-
capai kepastian hukum (rechtszeker-
heid) Kodifikasi mempunyai turjuan
utama untuk memperoleh kepastian
hukum. Biia aturan-aturan masih ba-
nyak dalam beniuk kebiasaan atau
adat istiadat, maka hukum yang demi-
kian tidak akan rnenjamin kepastian
hukum. Oleh karenanya di dalam kodi-
fikasi peraturan-pei-aturan hukum ha-
rus dituangkan secara resm j daiam
suatu sisiem lerlentu. Dan kodifikasi
yang demikran haruslah bei-laku untuk
seluruh wilayah lndonesia, bersifat
unifikasi.
Oleh karenanya ketentuan pasal
5 UU No. 5 Tahun 1960 yang pada
prinsipnya menentukan bahwa hukum
adat atau hukunr yang tidak terluiis
adalah mei-upakan dasar hukum agra-
ria, yang kemudian oleh Budi Harsono
dinyatakan sebagai hukum adat yang
sudah diresipir, artinya tidak ber-
tentangan dengan kepentingan nasio-
nal, bangsa dan negara perlu L:ntuk
dikritisi lebih lanjut.
Teori hukum posrtif atau kodi-
fikasi, di saat kelahirannya sering di-
nyatakan sebagai ciptaan "the ruling
ciass" dalam masyarakat. Penguasa
dapat menciptakan aiuran dalam ben-
tuk kodifikasi yang berdampak meru-
gikan masyaiakat. Untuk Inconesia
kekhawatiran yanE demikran ini juga
tidak beraiasan. cien karena stsiem
cjemok;-asi yang ada Ci Indcnesia saat
ini sesungguhnya telan memberikan
peiuang vang sebesar-besarnya ba3i
masyarakai unir,rk berperanserta da-
lam penrbentukan peraturan atau ko-
difikasi. Kecenderungan masyarakat
agar hukum diebntuk oleh penguasa
dan dliuangkan dalam bentuk tertulis
sebagaimana yang dikemukakan oieh
penganut positivisme (Bentham dll)
serta dengan trdak mengui-angi ajaran
atau aliran keselrahteraan lrVct't
Savigny). hukum itu sebagai suaiu
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yang tumbuh atau didapaikan dalam
pergaulan masyarakat, hukum menjadi
salah satu produk yang sangai diha-
rapkan dari perbuatan penguasa oleh
masyarakat. Hal ini terjadi bukan
semata-mata karena dorongan kekua-
saan untuk mengatur. Bukan sa1a
karena kepada kekuasaan diberikan
kekuasaan untuk membentuk hukum,
tetapi masyarakat mengnginkannya.
Kritik terhadap DPR yang dianggaP
kurang produktif membentuk UU me-
rupakan cermin bahwa masYarakat
menghendaki kekuasaan Yang mem-
bentuk hukum. Masyarakat modern
tidak lagi memikirkan untuk mem-
bentuk hukum, melainkan sebagai
yang dilayani oleh hukum. Wewenang
membentuk hukum tidak hanya dibe-
rikan kepada cabang kekuasaan
legislatif, tetapi juga kepada kekua-
saan administratif (eksekuiif) dalam
bentuk peraturan administrasi negara
atau peraturan yang dibuat berda-
sarkan pelimpahan dari badan legis-
latif (delegtect legislatian). Bahkan tei'-
dapai kecenderungan yang menunjuk-
kan cabang kekuasaan membentuk
UU makin kendoi'atau peling kurang
berjalan tidak sebanding dengan kece-
patan pembentukan hukurn oleh
administrasi negara. Demikian puia
pembentukan hukum melalui haklm.
Hakim-hakim bahkan sekedar "broce
de la loi", tetapi menjadi penterjemah
atau pemberi rnakna melalui pene-
muan hukum (rechtscepprnE), bahkan
menciptakan hukum baru irechfscep-
prng) melalui putusannya Qudge made
/avrr). (Bagir Manan, 2005:5-6) Sfafe-
ment di atas membuktikan bahwa
asas iegalitas, penegakan hukum ada-
iah penegakan cialam afiian positif
tanpa hal yang demikian, maka tidak
akan ada kepastian hukum. Oleh
karenanya teori Rosseau yang menga-
jarkan bahwa volunte general (ke-
hendak umum) menjadi kekuasaan
terlinggi. Undang-Undang menjadi
pernyataan satu-satunya kekuasaan
terlinggi itu. Jadi Undang-undang
menjadi sumber satu-satunya dari
hukum. Pendapat Rousseau di atas
adalah sependapat dengan 'trias
politica" Montesquieu, yang menya-
takan "hanya apa yang dibuat oleh
badan kenegaraan yang diserahi
kekuasaan legislative dapat membuat
hukum. Oleh karenanya dapat dika-
takan bila suatu kaidah tidak diten-
tukan oleh badan legislative, rnaka
kaidah itu merupakan kaidah hukum.
Berpijak pada cansiclerans
UUPA tersebut jelas bahwa maksud
pembentuk UUPA nieiahirkan UUFA
aCalah untuk meniadakan duaiisine
yang ada pada n 
'asa kcloria; vak.r
adan.va hukum agiaria acai iar
hukum agarna barat Tetapi ir,:nisn',':
+^-i^4i arlrl:h fofrn r.l:r'.:ydi lg t=lJ4\ll d'-jcldiI tut,aP siGl i ;
d.ralisme namun dengan bergari
wajah, yaitu berlakunya hukum agrarls
nasionai (UUPA) dan juga huku,:i
agraria adai secara bersama-sai-na,
Berdasai' keteniuan pasal 3 dan
pasai 5 UUPA tersebut maka suby:k
hukum pemiiik hak atas tanah dapai
mengalami ketidak adilan, oleh karena
perundang-undangan (UUPA dan !..e-
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lisme di dalam menentukan siapakah
sesungguhnya subyek hukum pemilik
hak atas tanah.
Gustav Radbruch menYatakan
bahwa kepastian oleh karena hukum
haruslah menjamin adanya keadilan.
Ketiadaan keadilan bagi subyek hu-
kum pemilik hak atas tanah adalah
merupakan ketidakpastian hukum.
Disamping kepastian oleh karena
hukum tidak tercapai oleh karena ber-
lakunya keientuan hukum adat, ter-
nyata pula kepastian dalam hukum
juga tidak terpenuhi, yang terbukti
dengan munculnya berbagai Penaf-
siran mengenai siapa sesungguhnya
subyek hukum pemilik hak aias tanah
yang disebabkan oleh adanya keten-
tuan-ketentuan yang saling berten-
rangan.
Lebih lanjut, tidak terPenuhinYa
kepastian oleh karena hukum maupun
kepasiian daiam hukurn, tidak hanya
terjadi pada UUPA saja, tetaPi juga
pada peraturan peiaksanaann)ia. ya;iu
PP Nc. 24 Tahun 1997.
Bahrnra di daiam ketentuan Pasai
'1 angka 5 PP Nc. 24 Tahun '1997
tenrang Pencafiarar Tanah ciiegas-
kan bahwa yang dlnraksuC ciengan
hak aias tanah ada;ah ianah-tanah
yang dimiliki oieh subyek hukum ter-
tentu dengan jenis-jenis hak tedentu
Lebih lanjut, di dalam pasal '1 angka
20 PP No. 24 Tahun 1997 jelas dan
tegas disebutkan bahwa bukti kepemi-
likan terhadap hak atas tanah adalah
berupa sertipikat.
Namun ironisnya, di dalam Pasal
24 dan pasal 39 PP No. 24 Tahun
1997 yang mengatur mengenai Per-
alihan hak aias tanah diatur bahwa
ierhadap bidang hak atas tanah sesuat
ketentuan hukum adat Yang belum
bersertipikat juga tetap dapai diaiihkan
dengan akta jual beli Yang dibuat
dihadapan PPAT. Ketentuan tersebut
berarti mengakui bahwa sesungguh-
nya subyek hukum yang mendaiilkan
dirinya adalah pernilik hak atas tanah
tetapi tidak mempunyai sertipikat pun
tetap juga dianggap sebagai pemiiik.
Ketentuan tersebutlah Yang me-
nimbulkan peluang munculnya keti-
dakpastian hukum, oleh karena Pe-
ngakuan bukti-bukii lain (dokumen
serlipikat) yang dianut dalam hukum
adat di dalam ketentuan PP No. 24
tahun 1997 bersif al "dualistik", yakni di
satu sisi menetapkan bahwa sertipikai
adalah bukti kepemilikan terhadap hak
atas tanah, tetapl di sisi lain-Pun
mengakui bahwa bukti-bukti iain seiain
seriipikat-pun juga diakui sebagai bukii
kepemilikan hak. aias tanah dar dapa,
dialihkan. Dengan demlkian munculah
berbagai penafsiran bahwa suby'ek
hu<unT yang nerya n:enrounyai petc'.
i^.^- aal=|.3I L' aLa!iJUll uil i( s.lj- Ju'-ld 'J4Jc.
mendalil<an dirtnya adaiah pemiiix hax
atas tanah.
Disisi lain, dengan pengakuan
terhadap hukum adat, tanpa batasan
jangka waktu sampai kaPanhukum
adapt tetap diakui eksistensinya, juga
membawa penaisiran konseP Yang
berbeda. UUPA yang mendaliikan
dirlnya berdasarkan hukum adat ber-
ailr mengenal konsep asas pemisahan
hnri=,^n*oi larnrrata rli d:l:m nr:ktck-I l\J!l-:.Vlltdl Lgi I lySlC ul vqlqill Pr qiiLvr\
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nya juga tidak bisa diterapkan oleh
karena pada era saai ini tidak ada iagi
bangunan-bangunan yang dapai dipin-
dahkan seperti Padazaman dahulu.
Untuk menentukan kePastian hu-
kum mengenai siaPakah sesungguh-
nya subyek hukum Yang memiliki hak
atas tanah yang disengketakan, ter-
nyata juga membutuhkan waktu Yang
amat panjang, oleh karena ketentuan-
ketentuan hukum dan Penegakan hu-
kum yang ada juga masih terjadi
tumpang tindih.
Dengan PanjangnYa vtra!<tu Yang
dibutuhkan oleh pemilik tanah untuk
bisa diakui bahwa dirinya lah pemilik
tanah yang sesungguhnYa, tentulah
amat tidak adil bagi penrilik tanah,
apalagi karena pemilik tanah tersebut
sudah mendapatkan sertifikat atas
tanahnya.
Tarik menarik antar Peradilan
juga masih terjadi uniuk meneniukan
dan memberikan jaminan kePastian
hukum bagi subYek hukuin guna
perolehan hak atas tanair
Uniuk menjan-'in terciPtanYa <e-
pasiian hukum sena Penegakan hLl-
kum yang bersend:kan keadilan '
diperiukan acani'e me(anrs1"r3 pe1.ve-
lesaian sengkeia )i ang efekiif (lda
tsagus Rahmadi $uPancana, 2006:
174)
Penegakan hukum Yang adil, se-
hingga memberikan kepastian hukum
dapai tercapai aPabila hukum Yang
akan ditegakxan adalah benar dan
adri, berpijak pada kenYataan Yang
hidup dalam masyarakat baik sosiai,
ekonomi politik, maupun budaya. Ke-
tegasan dan bukii nyata atas ter-
tvujudnya aturan yang ielanr 'dlbuai
sesuai dengan proses hukum (legal
process) oleh institusi yang berure-
nang (legal institution) oleh petugas
pelaksana (officer) seringkali oleh
masyarakat dinyaiakan ada dan tegak-
nya hukum, hukr;m beruibawa. Se-
baliknya bila hukum yang ada iidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya
karea berbagai hal, misalnya karena
KKN, maka dinyatakan hukum tidak
tegak, bahkan secara sinis dan di-
cemoh hukum telah "mati". Dalam
keadaan yang demikian, mal<a masya-
rakat akan main hukum sendiri atau
seringkali disebui juga main hakim
(eigenrichting) aiau sering juga disebut
menggunakan hukum jalanan(sfreef
justice) dan akhirnya yang terjadi
adalah siapa Yang kuat itulah Yang
menang sebagaimana Yang dikemu-
kakan oleh fiiosof Thomas Hobbes.
Keadaan di atas sangai jamak
dijumpai pada bangsa-bangsa yang
kurang ataL: tid:k nei-adab (unciviiizeC
ccuntry) Pada bangsa-ban!sa'ia:-rc
rnocjern hal seperti iiu tentuiait ciiia-
bi.rkan. iVasyai'akat seperir iiii rnerri-
b,;t'-thK;,r k?iei3t:-,;-at k:ie:itl:':' i;^
aaanya rasa salj:iq rrleilgi:c-iilaii ia':
monnhrrnai ssir i sarfla lain :'iang| | r9r ryr rqr vql
aturan-aturannya telah disepakaii bei'-
sama.
Bila hai Yang tei-akiiir ini Yang
terlad!, maka diny"atakan ada kepas-
tian hukum. Adanya peilaKukan can
pelaksanaan hukum Y-ang sama atas
kasus yang sama, tidak membecakan
aniara masyarakat yang saiu dengan
to
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yang lain karena adanya perbedaan-
perbedaan terlentu, misalnya agama,
suku dan keturunan.
Kepercayaan (irusf) juga belum
bisa diraih lndonesia dari para lnves-
tor. Keraguan, ketakutan dan diba-
yangi unsur kerugian yang sangat
besar masih membelenggunya, pada-
hal unsur kepercayaan (frusf) dan
pasar (market) untuk berinvestasi oleh
lnvestor sangat erat. Tahapan untuk
terciptanya negara bangsa (nation
sfa/e) adalah dimulai dari yang nama-
nya frusf. Irusf itulah yang mendorong
munculnya pasar (market) dan bar-
ulah kemudian tercipta nation sfafe.
(Kuncoro Jakti, 2006:)
Untuk itu, oemerintah dituntut
untuk konsisten dalam mematuhi ber-
bagai instrument hukum, apalagi rns-
trument internasional yang sudah dira-
tifikasi. Kepatuhan terhadap kewa-jiban internasional Indonesia akan
memberikan kepercayaan internasio-
nal akan berjalannya sistem hukurn oi
Indonesia (ida Bagus Rahmadi
Supancana, 2006: 1 7'll Kepercay,aa,'r
in;lah ,,-^^ nl^-^: *^-^r^-^^^ ;^.,-.--^-;il ilrdr l ycr tu udpdt titUr !UUl Ut IU tiiV;bLd>r
agar masuk dan berkenibang Ci Indo-
I tu-td.
Indonesia masih memerlukan
wak-r'u yang cukup oanlang ke depan
untuk bisa merealisasikan keinginan-
nya, ya!tu meningkatkan sebanyak
mungkin investcr menanamkan modal-
nya Jangankan menyangkut pola peri-
laku sebagaimana dikemukakan di
atas, untuk kepastian hukum dari segi
substansi maupun formal suatu aturan
belum memberikan kepasiian Pi'o-
blem di Indcnesia adalah masih dise-
putar l!ngkup investasi (investment
environmenf). Persoalan adalah keti-
dak konsistenan peraturan antara pu-
sat dan daerah. seda antara satu
daerah dengan daerah yang lain.
Kesemuanya iiu bisa saja terjadi aki-
bat kebijakan otonomi daerah yang
belum berjalan mulus. Namun bagi
investor daya tarik bagi mereka adaiah
soal kepastian hukum dan kejelasan
aturan (Kompas, 2006)
Unsur keterbukaan (transfaran-
sy) maupun perencanaan (planning)
yang matang tidak diperoleh oleh para
investor. Misalnya, dalam kaitannya
dengan Perpres No. 36 Tahun 2005
juncto Perpres No. 65 Tahun 2006,
misalnya dinyatakan bahwa pembe-
basan tanah adalah dilakukan untuk
kepentingan umum. Kenyataan di ln-
donesia "tidak ada jaminan kepastian
hukum bahwa saat dibebaskan di-
daiilkan untuk kepentingan umum
namun dikemud!an hari sudah ber-
ubah penggLrnaanri,/a menjadi ke-
i--tentingan bisnrs' iSayut! Asyathri
2C06)
c^L--^^i*^^^ ,,.^:^- ,J; ^+^^\)sududliildr rd uidrdr I Lir dtdi.
mairr o+iah or', f2l7;6t \/ann maf_lildAd Sdldi' Jdr',j ldn.tL,l Jdl'g lllUr;:-
pengaruhi pencapaian kepasiian hu-
kum dalam perolehan hak aias tanah
oleh inveslor adalah adanya penaiaan
hukum yang memadai dengan me-
ningkatkan kinerja dan peran sistem
hukum. Aciapun sistem hukum di Indo-
nesia terbukti mei'npunyai bebei'apa
kelemahan mendasar.
Fakior-fakicr penghaiang tidak
tercapainya kepasi'ian hukunr khusus-
II
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nya di bidang Perolehan hak atas
tanah adalah :
1. Tidak sempurnanya peraturan per-
undang-undangan di bidang Per-
olehan hak atas tanan ;
2. Tidak optimalnYa fungsi Pene-
gakan hukum ;
3. Kurangnya koordinasi dan sinkro-
nisasi kewenangan antar lem-
baga;
4. Kurangnya dukungan budaYa hu-




'l Perolehan hak atas tanah bagi
investor, yang beruPa subYek hu-
kum perorangan maupun badan
hukum, dapat dilakukan melalui
proses peralihan hak atas tanah
(yang berupa jua! beli) : peiepasan
hak atas ianah dan/atau Per-
rnohonan hak atas tanah. Tanah-
tanah tersebut diPeioleh ole h
hvesio,'dari negara selaku Peng-
uasa atas tanan atai:Pun dai'i
subyek hukum pernilik asai hai.
atas tanah.
2 Terdapai ketidakpastian hukurn
dalam penentuan obYek hukum
dan subyek hukum Pemilik hak




penafsiran yang Pada akhirnYa
meruoikan investor
Ketidakadilan yang dialami oleh
invesfor di ciaiam mendapatkan
hak atas tanah terjadi oleh karena
iidak adanya konsep yang jelas
mengenai hak-hak atas tanah dan
siapakah sesungguhnya yang di-
akui sebagai pemilik hak atas ta-
nah oleh peraturan perundang-
undangan (UUPA dan ketentuan
pelaksanaannya), sehingga t(e-
pastian oleh karena hukum tidak
tercapai. Disamping itu, Perten-
tangan ketentuan yang menen-
tukan siapakah pemiiik hak atas
tanah juga membuktikan ildak
adanya kepastian dalam hukum.
Diakuinya hukum adat dalam sis-
iem hukum nasional (UUPA) Yang
menyebabkan nruncuinYa dualis-
me juga merupakan faktor Penye-
bab ketidakpastian hukum, oleh
karenanya ajaran positivisme ha-
ruslah diterapkan secara utuh,
bukan di mix dengan demikian
tidak ada lagi ruang bagi be:-
iakunya hukun: adai.
tserlakuny'a ketenti-:an hui<uni adai
ta:ipa batasan wakiu yang jeias
n:cnv-.hahkan icriad!nva multi in-
+ 
- -^-^r^ - i .jll.- l- .+iei pl gLaSl Llruciciil I ilids/d. .r.\.d'..
sehrngga pemilik peick, Ietter C.
girik maupun ipeda pun mempo-
sisikan dirinya sejajar dengan
pemillk hak aias tanah yang ber-
sertifikat Apalagi sertiflkat pun
hanya dianggap sebagai aiai pem-
buktian yang kuat, bukan muilak,
yang setiap saat dapat dibaialkan
oleh pihak lain dengan dalih tei-
dapat adanya itikad bu;'uk dalam
l8
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perolehan sertifikat dimaksud.
Dengan demikian, fungsi pendaf-
taran tanah yang memberikan
jaminan kepastian hukum seakan
menjaditanpa makna,
6 Disamping tidak sempurnanya
peraturan perundang-undangan di
bidang perolehan hak aias tanah,
faktor lain yang menjadi peng-
halang kepastian hukum adalah
penegakan hukum yang tidak
efektif, terjadinya disinkronisasi
dan tidak adanya koordinasi me-
ngenai kewenangan antar lem-
baga yang terkait dengan proses
perolehan hak atas tanah serta
budaya hukum masyarakat yang
tidak menghargai investor, sehing-
ga investor belum diposisikan
sebagai subyek hukum yang
mempunyai hak dan kewajiban
yang sama dengan subyek hukum
lain. Masyarakat dan birokrai ma-
sih rnemposisikan diri sebagai
"benaiu" bagi lnvestor dengan ber-
lindung pada ketidakmampuan
ekonomi, sehingga rnvesfor dibe-
bani dengan ccsf yang tidak jelas
perhitungannya dengan nama
ittrrn q,l rrnhanfian h=nir r=n rlar
ciana paftrsipasi.
Saran
1 Pengakuan hukum adai di dalarn
sistem hukum nasiona! (UUPA)
menyebabkan UUPA tetap bersifat
dualisme sehingga tidak mennbe-
rikan kepastian, oleh karena hu-
kum maupun kepastian Calam
hukum Dengan demikian, timbul-




berbeda-beda atas suatu keten-
tuan.
Untuk mengatasi hal tersebut
perlu kiranya segera dipikirkan
perubahan UUPA berikut keten-
tuan pelaksanaannya yang ber-
pijak pada principle of legality
(positivisme) dengan mengelim i n ir
pemberlakuan ketentuan hukum
adat di dalam UUPA.
Namun demikian, agar posi-
tivisme yang hendak dijadikan
acuan tersebut tidak melanggar
rasa keadilan, maka perlu kiranya
dalam perubahan UUPA hanyalah
mengatur hal-hal yang benar-
benar bersifat pokok saja, sen en-
tara hal-hal lain yang membr-i-
tuhkan pergerakan yang cepai
oleh karena dinamika mas)-ar-a{a.
he ndaknya cukup diaiur calam
kebijakan publik, seperii yang
dikemukakan oleh Barciay dan
Birkiand {|liluchin dan Fadiieh
Putra, 2002:35), yang n''reiige-
*,,1,^1,^^ L^1..",^ ^^^^1. i^^^l:+- -lltUi\dn,dil Udllvvd dDVUia l;9arlLc1J
tetap diperlukan, sebab sebualr
hasil persepakatan yang tidak
memiliki kekuatan legalitas yang
mengikat, maka menimbulkan ke-
rawanan terhadap terjadinl;a
pelanggai'an-pelanggaran bebera-
pa pihak atas persepakatan yang
telah dicapai dalam proses
kebijakan publ!k, iiu sendiri.
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2. Untuk menghormati keberadaan
hukum adat sebagar hukum asli
bangsa Indonesia, maka Peme-
rintah harus segera meneliti
kesamaan sifat-sifat hukum adat
yang berlaku di Indonesia, khu-
susnya yang berkaitan dengan
hak atas tanah, untuk dituangkan
secara konkrit di dalam Peraturan
perundang-undangan. sehingga
menjadi hukum nasional {sesuai
dengan principle of legality (posi-
tivisrne) dengan demikian tidak
ada lagi ketidakPastian hukum).
3. Perlu untuk diiakukan kegiatan-
kegiatan yang memberdaYakan
masyarakat dan birokrat agar
masyarakat dan birokrat daPat
memposisikan clirinYa sama dan
sederajat dengan investor, se-
hingga masyarakat dan birokrat
t!dak lagi berposisi sebagai "be-
nalu" bagi investor dengan ber-
kedok pada permintaan-Permin-
taan iui'an, sumbangan, Pungutan
ataupun dana cariisiPasi, Yang
sangat meinbeb;ani cc-qi ii'-vesfc,'
dalam jumlah lrai-rg iidak jelas dan
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